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PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA

bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha perdagangan
di Kota Tasikmalaya pada saat ini, maka untuk menjamin adanya
kepastian hukum bagi para Pengusaha dalam mengembangkan
usahanya dan sebagai alat pengendali bagi Pemerintah untuk
melakukan pembinaan di bidang usaha perdagangan, perlu
pengaturan tentang izin usaha di bidang perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a” tersebut di atas,
maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Waijib Daftar

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3214);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3611);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu022.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu008.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu005.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu009.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu001.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/82uu003.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf

8. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

10.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4117);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3734);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran
Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3452);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

15.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

16.Keputusan Presiden Republik Indonesaia Nomor 127 Tahun 2001
tentang Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Kecil dan
Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau
Besar dengan Syarat Kemitraan;

17.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Pendaftaran Usaha Waralaba;

18.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
420/MPP/Kep/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman dan
Pembinaan Pasar dan Pertokoan;

19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Daerah;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
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23.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 2
Tahun 2003);

24 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN
USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekuitif;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Tasikmalaya;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;

Izin dan Pendaftaran usaha di bidang perdagangan adalah meliputi :
SIUP, IUPM, IUPB, dan STPUW;

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Tasikmalaya, untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang
dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas
barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta
atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa : Mall, Supermarket,
Departemen Store, Shopping Center dimana pengelolaannya
dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan,
kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan
bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti;

Penjualan Berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan
secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan perusahaan
yang dikembangkan oleh perorangan atau Badan Usaha (Multi Level
Marketing) yang memperkenalkan barang dan atau jasa tertentu
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara
berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran
keanggotaan yang wajar;

Perusahaan Penjualan Berjenjang adalah perusahaan yang
melakukan kegiatan penjualan secara berjenjang;

Waralaba adalah perserikatan usaha dimana salah satu pihak
diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas
kekayaan intelektual dan penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki
oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau
penjualan barang dan atau jasa;

Pemberi Waralaba adalah Badan Usaha atau perorangan yang
memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau
menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri
khas usaha yang dimilikinya;

Penerima Waralaba adalah Badan Usaha atau perorangan yang
diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas
kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas yang dimiliki pemberi
waralaba;

Penerima Waralaba Utama adalah penerima waralaba yang
melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba lanjutan yang
diperoleh dari pemberi waralaba;

Penerima Waralaba Lanjutan adalah Badan Usaha atau perorangan
yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak
atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang
dimiliki pemberi waralaba melalui Penerima Waralaba Utama;

Perjanjian Waralaba adalah kesepakatan dua orang atau lebih yang
dibuat secara tertulis antara pemberi Waralaba baik berupa Badan
Usaha maupun orang pribadi dengan Penerima Waralaba;

Perjanjian Waralaba Lanjutan adalah Perjanjian secara tertulis antara
Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan;

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP
adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;

Izin Usaha Pasar Modern yang selanjutnya disingkat IUPM adalah
izin untuk melaksanakan Pasar Modern yang diberikan oleh Walikota
kepada Pengusaha Pasar Modern yang telah memenuhi persyaratan
untuk menjalankan kegiatan usaha;

Izin Usaha Perdagangan Berjenjang yang selanjutnya disingkat IlUPB
adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan penjualan secara
berjenjang yang diberikan oleh Walikota kepada Pengusaha yang
telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha
penjualan secara berjenjang;

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat
STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima Waralaba
setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan
memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP—
SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Pemohon atau Pengusaha yang
memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil, Menengah
atau Besar;
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26. Perubahan Perusahaan adalah Perubahan dalam Perusahaan yang
meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat
Kantor Perusahaan Nama Pemilik/Penanggung Jawab. Alamat
Pemilik atau Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih
(Netto) kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis barang atau jasa
Dagangan Utama;

27. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau
bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat
yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk
melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;

28. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili
Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau
pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;

29. Pasar adalah Pasar Tradisional (Pasar Desa, Pasar Kecamatan, dsb)
dan Pasar Modern (Mall, Supermarket, Departemen Store, Shopping
Center, Waralaba);

30. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian pertokoan
dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau
wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat
dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Daerah Pertokoan;

31. Kemitraan adalah kerjasama Usaha antara Pengusaha Besar, Pasar
Modern dengan Pedagang Kecil Menengah, Koperasi serta Pasar
Tradisional disertai pengembangan dan pembinaan oleh Pasar
Modern dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling
memperkuat dan saling menguntungkan;

32. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan
tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki oleh
Pedagang Kecil Menengah dan Koperasi dengan Usaha Skala Kecil
dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar;

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

BAB I
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
wajib memperoleh Surat I1zin Usaha Perdagangan (SIUP);

(2) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Walikota yang
dilimpahkan kepada Kepala Dinas;

(3) lzin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
a. SIUP Kecil
b. SIUP Menengah
c. SIUP Besar

(4)a. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan
dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
wajib memperoleh SIUP Kecil;
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